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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 188.4/72.1/DPMPTSP/ 2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan
dan non perizinan sesuai dengan tuntutan publik terhadap
terhadap pelayanan prima, perlu adanya kepastian hak
dan kewajiban berbagai pihak yang terkait;

b. terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, sebagai acuan
dalam  penilaian ukuran kinerja dan  kualitas
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan,;

bahwa untuk memberi acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud
huruf a, maka perlu ditetapkan penetapan standar
pelayanan pada jenis pelayanan perizinan dan non
perizinan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5039);
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11.

12.
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14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15)

Peraturan Mentari Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014
Nomor 615)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dn
Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang
Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1726);

Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 25 tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 885);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Derah;

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022
tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada
Kepala Dinas Penanamanan Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.



Menetapkan
KESATU
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KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Penerapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, meliputi ruang ruang lingkup jasa pelayanan
administrativ perizinan dan Non perizinan;

Penerapan standar pelayanan sebagaimana dalam lampiran
keputusan ini waajib dilaksanakan oleh penyelenggara,
pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja
pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan
dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar
Pelayanan pada jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Bengkulu berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 8 Mei 2023
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